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Abstract

Sheep farming is an agribusiness that can contribute to the provision of animal protein and rural economic
development. This study aims to analyze local government policies to develop a sheep farming agribusiness
institution to improve business performance and competitiveness. The study was conducted in Sukabumi Regency,
West Java, and data were collected using mixed-methods approaches, including quantitative surveys, in-depth
interviews, and focus group discussions. Data were analyzed quantitatively and qualitatively to measure
productivity, cost efficiency, market access, and farmer income. The results show that good local agribusiness
institutional performance and the high effectiveness of local government policy implementation significantly
influence the economic competitiveness of sheep farming. Technical efficiency increased after a synergy between
institutional actors developed, as indicated by a 50% increase in daily weight gain of sheep, a 17% decrease in
feed conversion ratio, and a 17% decrease in feed costs. From a market perspective, access to formal marketing
channels increased from 20% to 65%, accompanied by diversification of distribution channels and an increase in
the volume of processed products. Socio-economic impacts include a more than doubling of net income, a 30-point
increase in women's participation, and an 88% business sustainability rate. This research confirms that local
agribusiness institutions play a strategic role in strengthening the business performance and economic
competitiveness of sheep farmers. The results recommend that, to support the sustainability of sheep farming, the
local government needs to implement institutional capacity-building, the digitalization of agribusiness services, and
improvements in infrastructure and connectivity between villages.

Keywords: economic competitiveness, farmers’income, local agribusiness institutions, local government policy,
sheep farming

Abstrak

Peternakan domba merupakan usaha agribisnis yang dapat berkontribusi terhadap penyediaan protein hewani dan
pengembangan ekonomi perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam
pengembangan kelembagaan agribisnis peternakan domba untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan pengumpulan data melalui mixed methods,
yaitu survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif
untuk mengukur produktivitas, efisiensi biaya, akses pasar, dan pendapatan peternak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan agribisnis lokal yang baik dan efektivitas implementasi kebijakan
pemerintah daerah yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap daya saing ekonomi peternakan domba. Efisiensi
teknis meningkat setelah adanya sinergi antaraktor dalam kelembagaan, yang ditunjukkan dengan pertambahan
bobot harian ternak domba naik sebesar 50%, feed conversion ratio turun 17%, dan biaya pakan turun 17%. Dari
sisi pasar, akses ke saluran pemasaran formal meningkat dari 20% menjadi 65%, disertai diversifikasi saluran
distribusi dan peningkatan volume produk olahan. Dampak sosial-ekonomi mencakup peningkatan pendapatan
bersih lebih dari dua kali lipat, peningkatan partisipasi perempuan sebesar 30 poin, serta tingkat keberlanjutan
usaha mencapai 88%. Penelitian ini menegaskan bahwa kelembagaan agribisnis lokal memegang peran strategis
dalam memperkuat kinerja usaha dan daya saing ekonomi peternak domba. Dari hasil penelitian ini
direkomendasikan bahwa untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan domba Pemerintah Daerah perlu
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melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan agribisnis, serta peningkatan infrastruktur dan
konektivitas antardesa.

Kata kunci: daya saing ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, kelembagaan agribisnis lokal, peternakan domba,
pendapatan peternak

1. Pendahuluan

Peternakan domba merupakan komoditas strategis dalam agribisnis nasional yang berkontribusi
terhadap ketahanan pangan, penyediaan protein hewani, dan pengembangan ekonomi perdesaan.
Peningkatan pendapatan dan perubahan pola konsumsi masyarakat mendorong naiknya permintaan
produk daging domba (Rusdiana dan Maesya 2017). Di tingkat nasional, berbagai kebijakan strategis,
termasuk Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, menekankan penguatan
kelembagaan, pemberdayaan peternak, dan integrasi tanaman-ternak untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing usaha (Kementerian Pertanian 2020; Hakim et al. 2021). Di Kabupaten
Sukabumi, domba menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian perdesaan, khususnya
di kecamatan sentra produksi seperti Ciracap. Berdasarkan laporan Dinas Peternakan Kabupaten
Sukabumi (2024) dan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi (2024), populasi domba
meningkat, dari 301.122 ekor pada 2023 menjadi 304.133 ekor pada 2024. Produksi daging domba juga
naik signifikan dari 1,62 juta kg pada 2023 menjadi 1,96 juta kg pada 2024, dan diproyeksikan mencapai
2,02 juta kg pada 2025. Tren ini menegaskan potensi domba sebagai komoditas strategis dalam
mendukung pengembangan agribisnis lokal serta peningkatan daya saing ekonomi peternak di wilayah
tersebut.

Meski demikian, pengembangan usaha ternak domba secara umum di Indonesia masih menghadapi
berbagai kendala, seperti keterbatasan akses teknologi, minimnya infrastruktur pendukung, kapasitas
kelembagaan lokal yang belum optimal, serta koordinasi antarlembaga yang belum maksimal. Tradisi
pemeliharaan domba lokal Sukabumi dan ternak Garut melalui organisasi seperti Himpunan Peternak
Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) membentuk modal sosial yang penting, tetapi adopsi inovasi
dan modernisasi usaha belum merata (Arvianti et al. 2019; Morfi et al. 2021; Firman et al. 2025;).
Kerangka regulasi nasional, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan teknologi tepat guna. Di
tingkat daerah, Perda Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan dan Perbup Kabupaten Sukabumi No. 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Peternakan menjadi turunan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
peternak, namun implementasinya masih menghadapi kendala manajerial pada kelompok ternak,
koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Firman et al. 2018). Kesenjangan antara kebijakan
pemerintah daerah dan kondisi riil di lapangan menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai
efektivitas peran kebijakan dalam memperkuat kelembagaan agribisnis lokal, khususnya domba secara
berkelanjutan dan kontekstual.

Temuan lapangan di Kabupaten Sukabumi mengindikasikan bahwa peternak yang terlibat aktif
dalam struktur kelembagaan memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, seperti pembiayaan,
teknologi budi daya, dan jaringan pasar. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, skala
usaha, dan pendapatan rumah tangga peternak. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan
peternakan domba, penguatan kelembagaan agribisnis lokal menjadi instrumen strategis untuk
meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat posisi
peternak dalam sistem pasar yang lebih kompetitif (Liang et al. 2020; Perwitasari et al. 2020; Lalitha et
al. 2024). Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif untuk mengevaluasi kinerja kebijakan pemerintah daerah sekaligus memetakan peran
kelembagaan agribisnis lokal dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan daya saing
ekonomi peternak domba. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran kebijakan pemerintah daerah
dalam pengembangan kelembagaan agribisnis lokal guna memperkuat daya saing ekonomi peternak
domba di Kabupaten Sukabumi, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan strategis bagi penyusunan
kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
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2. Metodologi

2.1. Kerangka teoretis

Kelembagaan agribisnis peternakan merujuk pada seperangkat aturan formal maupun informal, norma,
serta mekanisme yang mengatur perilaku dan interaksi antarpelaku di dalam sistem tersebut. Fungsi
utama kelembagaan adalah menciptakan kepastian aturan main (rules of the game) yang mendorong
koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas antaraktor termasuk peternak, penyuluh, lembaga keuangan,
dan pemerintah daerah (Amam et al. 2019a; Josejos dan Chathukulam 2023). Pada skala lokal,
kelembagaan agribisnis peternakan berisi berbagai aktor mencakup kelompok ternak, koperasi,
BUMDes, asosiasi peternak, hingga tata aturan informal seperti lembaga adat. Seluruh komponen ini
memainkan peran penting dalam berjalannya usaha peternakan, diseminasi inovasi teknologi, fasilitasi
akses modal, dan penguatan jejaring sosial antarpeternak (Francesconi dan Wouterse 2022; Sugiarto
et al. 2024). Kelembagaan yang kuat memungkinkan efisiensi koordinasi dalam proses produksi,
distribusi input (seperti pakan dan bibit betina produktif dan pejantan unggul), serta peningkatan daya
tawar peternak dalam rantai nilai agribisnis.

Kebijakan pemerintah dalam subsektor peternakan domba berfungsi tidak hanya sebagai regulasi
administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan efisiensi
produksi, serta memperkuat kesejahteraan peternak (Amam et al. 2019b; Rusdiana dan Adiati 2020;
Miguel 2024). Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas proses perumusan, implementasi, dan
evaluasi yang mempertimbangkan konteks sosial ekonomi lokal, serta kapasitas institusional dalam
mengelola koordinasi dan integrasi kebijakan lintas aktor dan sektor (Domorenok et al. 2021; Nilamcaya
et al. 2024). Di tingkat nasional, kebijakan strategis menekankan penguatan kelembagaan,
pemberdayaan peternak, dan integrasi tanaman-ternak untuk meningkatkan produktivitas dan daya
saing usaha (Grashuis 2020; Grashuis dan Franken 2025). Namun, implementasi kebijakan di lapangan
masih menghadapi kendala manajerial, koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan
kapasitas kelembagaan lokal yang belum optimal, termasuk kelompok ternak, koperasi, dan BUMDes
(Firman et al. 2018; Dary dan Grashuis 2021; Adawiyah et al. 2022).

Secara umum, praktik pemeliharaan domba oleh peternak masih sederhana, dengan seleksi indukan
berdasarkan penampilan fisik, minim pencatatan ternak, dan penggunaan identifikasi formal terbatas,
sehingga risiko inbreeding tetap tinggi (Dossa et al. 2015). Untuk memperkuat implementasi, strategi
yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajerial, pedoman
teknis terintegrasi, dan pemanfaatan platform digital sebagai media kolaborasi lintas aktor dalam sistem
agribisnis (Sulistyono dan Anindyntha 2024). Sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan
pengembangan kelembagaan agribisnis lokal menjadi kunci dalam mendorong peningkatan daya saing
ekonomi peternak domba secara berkelanjutan. Integrasi ini juga mendukung penguatan rantai nilai,
traceability produk, dan peningkatan kapasitas manajemen pakan serta pemeliharaan ternak (Rusdiana
dan Adiati 2019; Akzar et al. 2023; Bui et al. 2023). Dengan demikian, kebijakan daerah yang terintegrasi
dengan penguatan kelembagaan lokal mampu meningkatkan efektivitas implementasi serta daya saing
ekonomi peternak domba di Kabupaten Sukabumi.

Daya saing ekonomi peternak domba mengacu pada kemampuan peternak menghasilkan produk
ternak berkualitas dengan biaya efisien serta mampu bersaing di pasar lokal dan nasional (Soetriono
dan Amam 2020; Amam et al. 2023; Firman et al. 2025). Faktor internal seperti kualitas sumber daya
manusia, manajemen teknis, dan pemanfaatan teknologi budi daya (misal pakan terintegrasi dan
inseminasi buatan) berinteraksi dengan faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah daerah,
dukungan kelembagaan agribisnis lokal, dan akses pembiayaan maupun pasar. Indikator utama
meliputi efisiensi produksi (average daily gain dan feed conversion ratio), pendapatan bersih per ekor,
serta kemampuan peternak menjangkau pasar formal dan mengembangkan produk hilir bernilai tambah
(Brown et al. 2020; Taufiqurrachman et al. 2023; Sujarwanta et al. 2024).

Unsur dalam kelembagaan lokal seperti kelompok ternak, koperasi, dan BUMDes berperan strategis
dalam menjembatani peternak dengan sumber input, layanan teknis, dan jaringan distribusi. Sinergi
antara kebijakan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan agribisnis lokal menjadi kunci untuk
meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan (Amam dan Harsita 2019; Bhanot et al. 2021;
Ciliberti et al. 2020). Pendekatan berbasis data dan teknologi, seperti sistem pencatatan ternak digital,
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi produksi, serta
menciptakan ekosistem agribisnis domba yang lebih adaptif dan resilient (Mnisi dan Alhassan 2021;
Bordignon et al. 2025). Dengan kolaborasi yang efektif melalui kelembagaan petani, dominasi tengkulak
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dapat diminimalkan, nilai tambah produk meningkat, dan kesejahteraan peternak lebih terjamin (Zhang
et al. 2020)

2.2. Kerangka pemikiran

Penelitian ini berlandaskan asumsi bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah berperan dalam
mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan agribisnis lokal. Kelembagaan agribisnis lokal
memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan akses pasar bagi
peternak domba (Prasetyo dan Awaludin 2016; Nuryati et al. 2021; Hua 2025). Dengan demikian,
kelembagaan agribisnis lokal diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mekanisme
pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap daya saing ekonomi peternak. Selain itu, penelitian ini
mempertimbangkan karakteristik peternak sebagai variabel moderasi.

Karakteristik peternak, yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman beternak, skala usaha, dan
akses informasi, diyakini memengaruhi kemampuan peternak dalam mengadopsi inovasi,
memanfaatkan kelembagaan agribisnis, dan merespons kebijakan pemerintah (Ma’sum et al. 2015;
Azhari et al. 2022; Suri et al. 2022; Baba et al. 2023; Hanif dan Kusumastuti 2024). Variabel ini dapat
memperkuat atau memperlemah hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, kelembagaan
agribisnis, dan daya saing ekonomi peternak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah daya saing
ekonomi peternak, yang diukur melalui produktivitas teknis (ADG dan FCR), efisiensi biaya pakan,
pendapatan bersih, dan penguatan hilirisasi produk. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa
sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan kelembagaan lokal
(kelompok ternak, koperasi, BUMDes) akan meningkatkan efisiensi produksi, akses pasar, dan
pembiayaan, menciptakan sistem agribisnis domba yang adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing
tinggi (Kusumastuti et al. 2015; Hilmiati et al. 2022; Ifada et al. 2023).

2.3. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada bulan Maret sampai Juni 2025.
Delapan desa terpilih untuk mewakili tiga tipe agroekosistem, yakni (1) agroekosistem dataran rendah
dominan dengan hijauan rumput lapang, intensitas angin tinggi, cocok untuk penggembalaan; (2)
agroekosistem perbukitan yang memiliki kemiringan lahan, tanah subur, dan ketersediaan hijauan
berkualitas; dan (3) agroekosistem pesisir yang memiliki variasi sumber pakan dan tantangan penyakit
akibat kelembapan tinggi. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan menilai efektivitas
kebijakan pemerintah daerah dalam konteks agroekosistem yang berbeda, karena implementasi
kebijakan sering dipengaruhi kondisi biofisik, infrastruktur, dan akses pasar. Curah hujan dan musim
juga diperhitungkan untuk konteks produksi peternakan.

Penelitian berfokus pada kapasitas dan peran kelembagaan agribisnis lokal di Kecamatan Ciracap
meliputi kelompok ternak, koperasi, BUMDes, serta dukungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan
Dinas Peternakan dalam aspek teknis dan administratif. Selain itu, dipelajari pula implementasi
kebijakan daerah terkait subsidi bibit unggul, pakan, fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan efektivitas
program digitalisasi layanan peternakan. Persepsi dan pengalaman peternak dihimpun melalui survei,
wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD).

2.4. Jenis dan cara pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang memadukan data kuantitatif
dan kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui
kuesioner dengan skala Likert 1-5 dari 49 peternak domba. Instrumen kuesioner telah diuji validitas
dan reliabilitasnya dengan nilai Cronbach’s alpha > 0,70, sehingga dapat dipercaya untuk mengukur
persepsi peternak terkait produktivitas, efisiensi biaya, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi. Data
kualitatif diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan informan kunci, yang meliputi Kepala
BPP Ciracap dan penyuluh lapangan (total 8 orang), pengurus kelompok ternak (5 orang per kelompok),
aparat desa terkait (kepala desa dan staf urusan pemberdayaan masyarakat sebanyak 3 orang), serta
tokoh masyarakat dan peternak senior (4 orang).

Focus group discussion (FGD) dilakukan sebanyak dua sesi, masing-masing melibatkan 10-15
peserta yang terdiri dari organisasi gabungan peternak domba, pengurus koperasi/BUMDes, dan
penyuluh. FGD bertujuan menggali pengalaman praktik pemeliharaan, kendala implementasi kebijakan,
dan persepsi terhadap efektivitas kelembagaan agribisnis lokal. Selain itu, data sekunder dikumpulkan
dari dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan BPP, dan publikasi BPS untuk memperkuat analisis
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dan verifikasi temuan lapangan. Pendekatan triangulasi data ini memastikan bahwa hasil penelitian
memiliki validitas internal yang tinggi serta relevan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang
kontekstual.

2.5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini mencakup analisis kuantitatif, kualitatif, dan triangulasi. Data kuantitatif
dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Spearman, dan regresi linier berganda dengan
bantuan SPSS versi 25. Variabel dependen (Y) dalam studi ini adalah daya saing ekonomi peternak
yang diukur melalui indikator teknis dan finansial; produktivitas teknis ternak mencakup ADG dan FCR;
efisiensi biaya pakan (% biaya pakan terhadap total biaya); pendapatan bersih kelompok peternak; serta
penguatan hilirisasi produk (persentase omzet dari produk olahan). Sementara variabel independen (X)
adalah faktor-faktor yang memengaruhi daya saing, meliputi implementasi kebijakan pemerintah daerah
(misalnya alokasi pendampingan, subsidi pakan, akses pasar formal), aktor dalam kelembagaan
agribisnis lokal (koperasi, BUMDes, dan kelompok ternak), dan adopsi teknologi (digitalisasi,
pencatatan ternak, pengolahan pakan). Selain itu, dilibatkan pula variabel moderasi (Z), yakni kondisi
agroekosistem dan karakteristik peternak, yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan
antara variabel independen dan dependen (Zhang et al. 2020; Akzar et al. 2024; Nowfal et al. 2025).

Model regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:
Y =B+ B1Xy + BoXo + BsXs + BuZ + Bs(Xy X Z) + €

di mana:
Y = daya saing ekonomi peternak
X1, X5, X5 = variabel independen
Z = variabel moderasi (agroekosistem dan karakteristik peternak)
Bo = intersep,
B1—Bs = koefisien regresi
€ =errorterm

Pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi dilakukan untuk memastikan validitas model (Hair et al. 2019)

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan
karakteristik responden dan variabel penelitian. Selanjutnya, uji korelasi Spearman digunakan untuk
mengidentifikasi hubungan antarvariabel, dan regresi linier berganda diterapkan untuk menganalisis
pengaruh kelembagaan agribisnis lokal serta implementasi kebijakan terhadap daya saing ekonomi
peternak. Untuk menjamin validitas hasil analisis, dilakukan pengujian terhadap kualitas instrumen
melalui uji validitas dan reliabilitas. Selain itu, uji asumsi klasik seperti multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan normalitas residual juga dilakukan guna memastikan bahwa model regresi
memenuhi syarat statistik yang diperlukan (Field 2018; Hair et al. 2019, Fauzan 2024).

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD. Data kualitatif dianalisis melalui
content analysis menggunakan NVivo 12, dengan fokus pada persepsi peternak terhadap efektivitas
kebijakan dan kelembagaan lokal, serta kendala implementasi kebijakan di lapangan dan praktik
manajemen pakan, pengolahan produk, dan strategi pemasaran. Hasil analisis kualitatif digunakan
untuk menafsirkan temuan kuantitatif, memperkuat argumen, dan mengidentifikasi pola-pola yang tidak
dapat ditangkap melalui data numerik. Triangulasi metode (kuantitatif-kualitatif) memastikan konsistensi
temuan, validitas internal, dan relevansi kebijakan yang diusulkan (Creswell dan Clark 2018).

Analisis isi (content analysis) dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Proses analisis
terdiri beberapa tahapan, yaitu transkripsi data, open coding, axial coding, dan selective coding, untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, peran kelembagaan
agribisnis lokal, serta hambatan-hambatan di lapangan. Penerapan metode ini merujuk pada kerangka
mixed method research, di mana data kualitatif berfungsi melengkapi dan memperdalam temuan
kuantitatif. Penggunaan NVivo memungkinkan pengelolaan dan penyajian data kualitatif secara
sistematis serta memperkuat validitas analisis tematik (Vivek 2023; Khabibullah et al. 2024).

Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk
meningkatkan validitas temuan, mengidentifikasi konsistensi maupun diskrepansi data, serta
memperkaya formulasi rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini bertumpu pada kerangka pemikiran
yang menekankan keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah, kelembagaan agribisnis lokal, dan
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daya saing ekonomi peternak, dengan kondisi agroekosistem dan karakteristik peternak berperan
sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antarvariabel utama. Pentingnya
triangulasi metode dalam penelitian kualitatif dan multimetode telah ditegaskan oleh berbagai peneliti.
Dzwigol (2022) dan Sidhu (2025) menekankan bahwa triangulasi meningkatkan kredibilitas dan
keandalan hasil dalam penelitian manajemen, sementara Asogwa et al. (2023) juga menggarisbawahi
manfaat triangulasi metodologis dalam mengintegrasikan beragam pendekatan analisis, sekaligus
mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya pada konteks sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi wilayah dan tantangan usaha peternakan

Kecamatan Ciracap berada di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, memiliki elevasi 5-150 m dpl,
beriklim tropis muson dengan curah hujan tahunan 2.500-3.000 mm dan suhu rata-rata 22-27°C.
Kondisi ini mendukung pertumbuhan hijauan sepanjang tahun, tetapi menimbulkan tantangan
manajemen kandang dan limbah ternak saat musim hujan. Topografi bervariasi dataran pantai, lahan
miring, dan lembah sungai membentuk agroekosistem kompleks dengan keragaman sumber pakan dan
pola produksi pertanian-peternakan. Sistem penggunaan lahan meliputi sawah tadah hujan, tegalan,
dan lahan sempadan sungai yang sebagian besar ditanami padi, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar.
Residu panen dimanfaatkan sebagai pakan hijauan, dominan rumput gajah, lamtoro, kaliandra, dan
alang-alang. Pada musim kemarau, produktivitas hijauan menurun hingga 30% sehingga peternak
memanfaatkan silase jerami, daun kaliandra, dan fodder bank yang dikelola oleh BUMDes dan koperasi.
Mayoritas peternak menerapkan sistem cut and carry, sebagian menggunakan penggembalaan bebas
atau kombinasi keduanya, dengan cadangan pakan disimpan dalam silo plastik untuk menjaga kualitas.

Karakteristik tanah berdrainase sedang mendukung pertumbuhan leguminosa, memperkuat
ketahanan pakan lokal, dan meningkatkan efisiensi produksi ternak ruminansia kecil. Selain itu, kotoran
ternak digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman, meningkatkan produktivitas sistem integrasi
pertanian-peternakan (Romadhon et al. 2024). Inovasi lokal, seperti pemanfaatan limbah rumput laut
dan plankton dari tambak udang, juga memperkuat kualitas ransum dan efisiensi sumber daya.

3.2. Penguatan kelembagaan peternak melalui digitalisasi e-kelompok

Kelompok peternak domba di Kecamatan Ciracap berperan penting dalam memperkuat posisi peternak
dalam rantai nilai. Setiap kelompok ternak terdiri dari 10-20 anggota dengan struktur organisasi
lengkap. Kelompok ini menangani koordinasi pemeliharaan, pencatatan pertumbuhan, kesehatan
ternak, serta pembelian bibit dan pakan secara kolektif. Melalui rapat bulanan, pengurus menyusun
rencana kebutuhan input dan menyampaikan protokol budi daya hasil pendampingan BPP. Kegiatan
pendampingan ini didukung oleh sistem e-Kelompok Ternak, yaitu sebuah platform digital berbasis web
dan aplikasi seluler yang berfungsi untuk mengelola data anggota, kebutuhan input produksi, serta
estimasi biaya operasional. Menurut Ifada et al. (2023) dan Nguyen et al. (2023), digitalisasi melalui
pelatihan pencatatan keuangan dan pemasaran digital memungkinkan peternak domba untuk
mengelola usaha secara lebih terorganisasi dan transparan dari sisi keuangan, serta meningkatkan
akses terhadap pasar. Dalam praktiknya, setelah proposal diajukan melalui sistem, notifikasi otomatis
dikirimkan ke Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dan BPP untuk proses verifikasi. Digitalisasi
proses ini mampu memangkas waktu pemrosesan dari semula 4-6 minggu menjadi hanya 7-10 hari
kerja. Setelah proposal disetujui, alokasi subsidi serta jadwal distribusi input akan muncul secara real
time di dashboard kelompok ternak, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam
penyaluran bantuan pemerintah.

Fitur live tracking memudahkan pemantauan pengiriman, dan penyuluh dapat langsung
mengunggah laporan lapangan. Sistem terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan
Pertanian (Simluhtan) melalui Aliansi Petani Indonesia (API), sehingga data monitoring dan evaluasi
dapat terakumulasi secara real time. BUMDes menyediakan infrastruktur pendukung seperti gudang
pakan, silo silase, dan pelatihan pakan fermentasi. Dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes), BUMDes juga memfasilitasi pembelian bibit grosir dan menyuntikkan modal ke
kelompok ternak. Koperasi peternak melengkapi peran yang sangat mendukung keberhasilan usaha
kelompok ternak, dengan melalui layanan sertifikasi produk, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat
(KUR), branding kolektif, pelatihan keuangan dasar, dan sebagai mitra distribusi pelatihan bersama BPP
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(BPP 2024). Digitalisasi kelembagaan peternak dapat meningkatkan efisiensi administrasi,
mempercepat distribusi input, dan memperkuat posisi peternak di pasar formal.

3.3. Persepsi peternak terhadap kelembagaan, kebijakan, dan kinerja usaha ternak domba

Berdasarkan pengolahan data dari 49 responden, variabel dukungan kelembagaan lokal (M=3,85;
SD=0,62) dan implementasi kebijakan pemerintah daerah (M=3,72; SD=0,75) termasuk dalam kategori
tinggi menurut skala Likert 1-5, menunjukkan persepsi peternak bahwa kedua aspek ini cukup
mendukung kegiatan usaha (Tabel 1). Dari sisi teknis produksi, variabel efisiensi produksi (FCR)
memiliki nilai tertinggi dalam kategori sangat tinggi (M=4,10; SD=0,55), sedangkan ADG juga tergolong
tinggi (M=3,90; SD=0,70), menandakan performa pertumbuhan ternak cukup optimal. Sementara itu,
variabel pendapatan bersih per ekor (M=3,45; SD=0,80) dan akses pasar formal serta kemitraan
(M=3,30; SD= 0,65) masih berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek
teknis produksi telah relatif baik, terdapat tantangan pada sisi ekonomi dan pemasaran yang perlu
diperkuat untuk meningkatkan daya saing usaha ternak domba secara menyeluruh.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian

Variabel Rata-rata Standar Kategori
(Mean) deviasi

Dukungan kelembagaan lokal 3,85 0,62 Tinggi
Implementasi kebijakan pemerintah daerah 3,72 0,75 Tinggi
Efisiensi produksi (FCR) 4,10 0,55 Sangat tinggi
Pertambahan bobot harian (ADG) 3,90 0,70 Tinggi
Pendapatan bersih per ekor 3,45 0,80 Sedang
Akses pasar formal dan kemitraan 3,30 0,65 Sedang

Tabel 1 menunjukkan bahwa, dukungan kelembagaan lokal (M=3,85) dan implementasi kebijakan
(M=3,72) dinilai tinggi, efisiensi FCR (M=4,10) sangat tinggi, sedangkan ADG juga tinggi (M=3,90).
Sebaliknya, pendapatan bersih (M=3,45) dan akses pasar formal (M=3,30) masih tergolong sedang,
mengindikasikan tantangan pada aspek ekonomi dan pemasaran. Terdapat korelasi positif signifikan
antara dukungan kelembagaan dan daya saing ekonomi (p=0,602) serta kebijakan pemerintah daerah
(p=0,528). Hal ini menandakan bahwa, kelembagaan lokal memiliki pengaruh relatif lebih kuat (Tabel
2).

Tabel 2. Korelasi antara variabel independen dan daya saing ekonomi

Variabel independen Variabel dependen Koefisien korelasi Sig. Kekuatan
(P) (p) hubungan
Dukungan kelembagaan kokal = Daya saing ekonomi 0,602 0,000 Kuat
(X1) peternak
Implementasi kebijakan Daya saing ekonomi 0,528 0,001 Sedang
daerah (X2) peternak
Adopsi teknologi (X3) Daya saing ekonomi 0,085 0,002 Sedang

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan lokal memiliki hubungan positif yang kuat
dan signifikan dengan daya saing ekonomi, sementara implementasi kebijakan pemerintah daerah juga
berhubungan positif signifikan tetapi dengan kekuatan sedang. Artinya, peningkatan dukungan
kelembagaan cenderung berdampak lebih besar dalam meningkatkan daya saing peternak
dibandingkan kebijakan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada Tabel 3
mengonfirmasi pengaruh berbagai faktor terhadap daya saing ekonomi peternak domba. Berdasarkan
estimasi, dukungan kelembagaan lokal (X1) memiliki koefisien B sebesar 0,455 dengan nilai signifikansi
p=0,000, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap daya saing. Artinya, peningkatan
dukungan kelembagaan agribisnis lokal, misalnya melalui kelompok ternak, koperasi, atau BUMDes,
akan meningkatkan daya saing ekonomi peternak secara nyata. Implementasi kebijakan pemerintah
daerah (X2) juga berpengaruh positif signifikan dengan koefisien =0,368 (p=0,004), menandakan
bahwa kebijakan yang mendukung, seperti subsidi pakan, pendampingan teknis, atau akses pasar
formal, mampu meningkatkan daya saing ekonomi peternak.
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Adopsi teknologi (X3) memiliki koefisien $=0,112 (p=0,067), yang menunjukkan pengaruh positif
namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa meskipun teknologi dapat
meningkatkan efisiensi, kontribusinya terhadap daya saing ekonomi masih terbatas pada konteks
penelitian ini. Variabel moderasi (Z), yang mencakup karakteristik peternak dan kondisi agroekosistem,
tidak berpengaruh signifikan secara langsung ($=0,095; p=0,152). Namun, interaksi antara dukungan
kelembagaan dan moderasi (X1xZ) menunjukkan pengaruh positif signifikan ($=0,178; p=0,038),
menandakan bahwa efektivitas dukungan kelembagaan terhadap daya saing meningkat ketika kondisi
agroekosistem dan karakteristik peternak lebih mendukung. Model regresi ini menjelaskan 67,2%
variasi daya saing ekonomi peternak (R*=0,672) dan signifikan secara simultan (F=22,45; p=0,000),
yang berarti model cukup kuat dan layak digunakan untuk memprediksi daya saing ekonomi peternak
domba.

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi linier berganda yang menguji pengaruh dukungan kelembagaan
lokal (X1), implementasi kebijakan pemerintah daerah (X2), adopsi teknologi (X3), variabel moderasi
(2), dan interaksi X1xZ terhadap daya saing ekonomi peternak domba. Hasilnya memperlihatkan bahwa
dukungan kelembagaan lokal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing (p=0,455;
p<0,001), diikuti oleh implementasi kebijakan pemerintah daerah yang juga positif signifikan (3=0,368;
p=0,004). Adopsi teknologi menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan (=0,112; p=0,067),
begitu pula variabel moderasi (=0,095; p=0,152). Menariknya, interaksi antara dukungan kelembagaan
lokal dan moderasi (X1xZ) signifikan positif (8=0,178; p=0,038), menunjukkan bahwa, dukungan
kelembagaan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan daya saing ketika kondisi agroekosistem dan
karakteristik peternak mendukung. Model ini mampu menjelaskan 67,2% variasi daya saing ekonomi
peternak (R?=0,672) dan signifikan secara simultan (F=22,45; p=0,000), menegaskan bahwa, model
regresi layak digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi
peternak domba.

Tabel 3. Hasil regresi linier berganda (revisi sesuai model)

Variabel independen Koefisien (B) t hitung Sig. (p) Keterangan
Konstanta (a) 1,102 - - -
Dukungan kelembagaan lokal (X1) 0,455 3,891 0,000 Signifikan
Implementasi kebijakan daerah (X2) 0,368 3,015 0,004 Signifikan
Adopsi teknologi (X3) 0,112 1,872 0,067 Tidak signifikan
Variabel moderasi (Z) 0,095 1,450 0,152 Tidak signifikan
Interaksi X1xZ 0,178 2,130 0,038 Signifikan
R? 0,672 - - Model cukup kuat
F hitung 22,45 - 0,000 Signifikan secara simultan

3.4. Faktor pendukung dan penghambat daya saing peternak domba

Analisis kualitatif menggunakan content analysis dengan NVivo 12 menghasilkan tiga tema utama
terkait faktor pendukung dan penghambat daya saing peternak (Tabel 4). Tema hambatan implementasi
kebijakan menyoroti kendala birokrasi seperti verifikasi yang berbelit dan keterlambatan pencairan
bantuan. Tema peran kelompok ternak menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pengadaan pakan
dan pelatihan, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan. Sementara tema akses pasar dan kemitraan
mengungkap ketergantungan peternak pada tengkulak dan minimnya akses langsung ke rumah potong
hewan, yang memperlemah posisi tawar peternak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan
peningkatan daya saing tidak hanya bergantung pada kebijakan dan kelembagaan, tetapi juga pada
tata kelola birokrasi dan keberpihakan pasar. Oleh karena itu, digitalisasi layanan, reformasi prosedur,
dan penguatan kemitraan formal menjadi kebutuhan mendesak dalam kebijakan pembangunan
peternakan lokal.
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Tabel 4. Ringkasan temuan kualitatif

Sumber (wawancara /

Tema utama Subtema / kode dominan FGD) Ringkasan narasi
Hambatan Keterlambatan pencairan Wawancara: 7 dari 15 Kami sering bingung soal
implementasi bantuan; verifikasi berbelit narasumber dokumen. Kadang sudah
kebijakan lengkap, tapi ditolak.
Peran kelompok Koordinasi pembelian FGD 1-2 Lewat kelompok, kami
ternak pakan; pelatihan bisa beli pakan lebih

manajemen murah karena patungan.
Akses pasar dan Kurangnya mitra Rumah Wawancara penyuluh - Tengkulak sering
kemitraan Potong Hewan (RPH); peternak senior seenaknya harga. Kami
ketergantungan tengkulak butuh akses langsung ke
RPH.

3.5. Peningkatan kinerja kelembagaan agribisnis domba lokal dan kebijakan pemerintah daerah

3.5.1. Landasan regulasi

Perda No. 2 Tahun 2019 mengamanatkan penguatan subsektor peternakan sebagai salah satu pilar
pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Sukabumi. Perda ini menetapkan target peningkatan
populasi dan produktivitas ternak domba melalui pembentukan kelompok peternak formal,
kelembagaan BUMDes, dan koperasi sebagai mitra strategis. Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dikategorikan dalam tiga skema utama, yaitu subsidi bibit unggul, paket pakan
fermentasi, dan pendanaan fasilitasi pelatihan teknis. Selain itu, Perda ini menegaskan peran Dinas
Peternakan dan BPP sebagai koordinator lintas instansi, serta mewajibkan penerapan sistem pelaporan
digital (Simluhtan) untuk memantau capaian kuantitatif, seperti jumlah klaster terbentuk dan progres
ADG secara berkala.

Perbup No. 71 Tahun 2016 juga merinci mekanisme operasional penyaluran subsidi dan
pendampingan lapangan bagi kelompok ternak domba. Dalam Perbup ini diatur prosedur pengajuan
kolektif melalui e-Kelompok Ternak, verifikasi berjenjang oleh petugas kecamatan dan Dinas
Peternakan, hingga tenggat waktu pencairan yang maksimal 60 hari kerja. Standar pelayanan teknis
mencakup modul manajemen kandang, pelatihan silase, dan sinkronisasi estrus ditetapkan sebagai
syarat mutlak sebelum realisasi subsidi. Perbup ini juga memasukkan indikator kinerja pelayanan publik,
seperti waktu respons verifikasi dan kepuasan peternak, yang dipublikasikan dalam laporan
musyawarah kecamatan. Sinergi antara kedua regulasi daerah ini memastikan alur pendanaan,
verifikasi, dan monitoring tersinergi dengan kebijakan nasional, sekaligus memberikan payung hukum
bagi kolaborasi antarpelaku lokal.

3.5.2. Peran aktor lokal dalam operasionalisasi kebijakan

Setiap kebijakan daerah akan efektif jika didukung oleh jaringan aktor lokal yang kokoh dan saling
bersinergi. Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi bertindak sebagai ujung tombak pemerintah
daerah, mengkoordinasikan alokasi APBD untuk subsidi bibit, paket pakan, dan pelatihan teknis. Melalui
unit pengelola program, dinas menetapkan kriteria kelompok penerima, menyusun standard operating
procedure (SOP) verifikasi, serta menyelenggarakan forum koordinasi lintas instansi setiap triwulan
untuk mengevaluasi progres dan mengatasi hambatan operasional. BPP Ciracap mengambil peran
ganda sebagai verifikator usulan di tingkat kecamatan dan sebagai pelaksana pendampingan lapangan.
Penyuluh BPP memfasilitasi lokakarya klaster, memonitor penerapan teknik silase dan inseminasi
buatan, serta mencatat setiap aktivitas kunjungan di Simluhtan. Kecepatan dan kualitas verifikasi oleh
BPP menentukan waktu pencairan subsidi dalam rentang 7-10 hari kerja, sehingga peternak mendapat
input tepat waktu.

Kelompok ternak domba berfungsi sebagai agen kolektif untuk pengadaan input dan implementasi
program. Ketua kelompok bertanggung jawab mengumpulkan data anggota, merumuskan proposal
kebutuhan bibit dan pakan, serta mengorganisasi distribusi input sesuai kuota. Keterlibatan kelompok
memastikan skala ekonomi pengadaan dan memudahkan Dinas serta BPP dalam melakukan
pendampingan terfokus berdasarkan klaster desa. BUMDes dan koperasi lokal menyediakan
infrastruktur dan layanan penunjang, mulai dari gudang pakan terpadu, fasilitas silase, hingga akses
pembiayaan mikro. BUMDes memfasilitasi pembentukan sentra pengolahan pakan fermentasi dan
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menyuntikkan modal awal untuk pembelian grosir bibit unggul. Sementara koperasi memegang peran
dalam sertifikasi produk, branding kolektif, serta menyalurkan KUR bermitra dengan perbankan. Peran
tokoh masyarakat dan perangkat desa juga sangat strategis, agar usaha dapat berjalan lancar. Ketua
kelompok atau lembaga memfasilitasi musyawarah desa dan validasi proposal kelompok ternak, serta
menjembatani komunikasi dengan dinas, dan menjaga kepatuhan prosedur. Dukungan tokoh adat
masyarakat setempat yang dipercaya oleh masyarakat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan
partisipasi peternak dalam rapat klaster dan memperkuat modal sosial yang menjadi perekat sinergi
seluruh aktor terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Peran aktor lokal dalam operasionalisasi kebijakan

Aktor lokal Peran utama Kontribusi

Dinas Peternakan Koordinasi program; alokasi APBD; Forum lintas-instansi triwulan;
penyusunan SOP verifikasi pemantauan capaian kebijakan

BPP Ciracap Verifikasi usulan; pendampingan teknis; Lokakarya klaster; catatan kunjungan
pencatatan M-E di SIMLUHTAN real-time

Kelompok ternak Pengajuan kolektif; perencanaan Pengelolaan ransum; pelaporan
kebutuhan bibit dan pakan; distribusi input  adopsi teknologi

BUMDes Penyediaan gudang pakan - silo; modal Infrastruktur pakan tersentral;
kerja awal; sentra silase kemitraan grosir

Koperasi Sertifikasi produk; branding kolektif; Akses pasar formal; pembiayaan
fasilitasi KUR mikro

Tokoh masyarakat — Fasilitasi musyawarah desa; validasi Peningkatan partisipasi; penguatan

perangkat proposal; advokasi prosedur modal social

3.6. Dampak sinergi terhadap daya saing ekonomi peternak

3.6.1. Produktivitas hasil ternak

Kelembagaan agribisnis lokal yang berjalan baik dan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang
efektif memungkinkan penerapan paket teknologi terintegrasi, yang mencakup bibit unggul, formulasi
pakan terfermentasi, serta manajemen kandang yang lebih baik. Sinergi ini terlihat dari koordinasi
kebijakan dan program, di mana Dinas Peternakan menetapkan pedoman teknis dan alokasi bantuan,
sementara BPP Ciracap mendampingi kelompok ternak dalam verifikasi dan implementasi program.
Kelompok ternak, koperasi, dan BUMDes berperan aktif dalam pengadaan pakan kolektif, distribusi
bibit, serta pengelolaan silase secara bersama-sama. Pendampingan teknis dan pelatihan yang
diberikan oleh BPP dan institusi pendidikan peternakan menekankan pencatatan pertumbuhan ternak
secara sistematis, manajemen nutrisi, dan praktik pemeliharaan modern. Selain itu, data hasil
pemeliharaan dicatat secara berkala melalui sistem digital (Simluhtan), sehingga pemerintah daerah
dan pelaku agribisnis dapat memantau kemajuan serta menyesuaikan intervensi yang diperlukan.
Ketersediaan pakan hijauan berkualitas, ditambah konsentrat kolektif yang disusun secara optimal,
memperbaiki keseimbangan nutrisi ternak dan meningkatkan efisiensi produksi.

Pendampingan intensif dan pelatihan kelompok, yang menekankan pencatatan dan evaluasi
pertumbuhan ternak, turut memaksimalkan pendapatan peternak, dan memperkuat daya saing ekonomi
peternak secara berkelanjutan. Hasilnya, praktik budi daya menjadi lebih konsisten dan berstandar,
menstimulasi pertumbuhan harian domba yang lebih tinggi dan rasio konversi pakan yang lebih efisien.
Survei lapangan di 10 klaster pilot menunjukkan peningkatan ADG dari 0,08 kg menjadi 0,12 kg/hari
(+50%), sedangkan FCR menurun dari 10,0 menjadi 8,3 (-17%). Perbaikan teknis ini tidak hanya
meningkatkan produktivitas fisik, tetapi juga memperbesar margin keuntungan peternak melalui
efisiensi input pakan, seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Produktivitas sebelum dan setelah sinergi

Parameter Sebelum sinergi Setelah sinergi Perubahan (%)
ADG (kg/hari) 0,08 0,12 +50%
FCR (kg/kg) 10,0 8,3 -17%
Biaya pakan (%) Baseline —17% /siklus -17%
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3.6.2. Efisiensi biaya dan struktur margin laba

Sinergi antarsemua pelaku terbukti menurunkan komponen biaya produksi secara signifikan.
Optimalisasi pengadaan kolektif melalui kelembagaan mampu memangkas biaya pakan hingga sebesar
17%, sementara integrasi logistik dalam klaster peternakan menurunkan biaya transportasi dan
distribusi sebesar 12%. Pendampingan teknis yang berkelanjutan juga berdampak pada penurunan
kebutuhan intervensi kesehatan hewan sebesar 10%, sedangkan pelatihan manajemen kelompok
mendorong efisiensi kerja, sehingga biaya tenaga kerja menurun hingga sebesar 20%. Kombinasi dari
berbagai efisiensi ini menghasilkan penurunan total biaya produksi per ekor sebesar 16%. Di sisi lain,
harga jual domba relatif stabil di kisaran sebesar Rp150.000/kg bobot hidup. Dengan bobot panen rata-
rata sekitar 15 kg/ekor, pendapatan yang diperoleh mencapai sebesar Rp2.250.000. Perbaikan struktur
biaya ini meningkatkan margin laba dari sebelumnya 5% (sebelum sinergi) menjadi 20% (setelah
sinergi), atau naik sebanyak 15 poin persentase.

Peningkatan margin ini memberikan ruang bagi peternak untuk melakukan reinvestasi, baik dalam
bentuk pembelian input yang lebih berkualitas, penguatan modal kerja klaster, maupun perbaikan
infrastruktur seperti kandang dan fasilitas silase. Selain itu, margin yang lebih lebar memungkinkan
peternak menawarkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas, atau
meningkatkan standar kualitas produksi, seperti pakan premium dan manajemen berbasis data (Tabel
7).

Tabel 7. Efisiensi biaya dan margin laba sebelum dan setelah sinergi

Komponen biaya Sebelum sinergi (Rp) Setelah sinergi (Rp) Perubahan
Pakan 1.350.000 1.120.500 -17%
Kesehatan hewan 225.000 202.500 -10%
Tenaga kerja 337.500 270.000 —-20%
Transportasi-distribusi 225.000 198.000 -12%
Total biaya produksi 2.137.500 1.791.000 -16%
Pendapatan per ekor 2.250.000 2.250.000 0%
Margin laba (%) 5% 20% +15 pp

Peningkatan efisiensi biaya tidak hanya meringankan beban pengeluaran peternak, tetapi juga
mendorong kapasitas reinvestasi, khususnya dalam perbaikan sarana produksi dan pengelolaan pakan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pelaku agribisnis dan dukungan pemerintah serta
regulasi kelembagaan berpengaruh terhadap biaya dan profitabilitas usaha peternakan, khususnya
dalam meningkatkan efisiensi koperasi dan akses terhadap input produksi (Liang et al. 2020; Ma dan
Zhu 2020; Hua 2025).

3.7. Akses pasar formal dan hilirisasi produk

Sinergi antara peternak dan Pemda ini telah mampu memperluas akses ke pasar formal. Koperasi
menginisiasi kemitraan jangka panjang dengan jaringan supermarket dan hotel regional, sementara
BUMDes memfasilitasi sertifikasi halal dan keamanan pangan melalui RPH lokal. Digitalisasi platform
penjualan kolektif memungkinkan kelompok menawar harga yang lebih stabil di e-marketplace
peternakan. Hasilnya, proporsi peternak yang menjual langsung ke pembeli formal meningkat dari
sebesar 20% menjadi sebesar 65%, sekaligus menurunkan ketergantungan pada tengkulak tradisional.
Pada aspek hilirisasi, pembentukan unit pengolahan di tingkat klaster mengolah domba menjadi produk
olahan bernilai tambah, seperti dendeng, sosis, dan bakso beku dalam kemasan vakum. Tiga mini RPH
klaster menampung sebanyak 150 ekor per minggu dengan sertifikat layak konsumsi, mendukung
pasokan kontinu ke pasar modern.

Pendapatan dari produk hilir naik dari sebesar 5% menjadi sebesar 25% dari total omzet kelompok,
menciptakan margin tambahan dan meningkatkan daya saing di pasar regional. Kolaborasi antara BPP,
Dinas Peternakan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sukabumi memastikan pemetaan permintaan
pasar, sekaligus memberikan pelatihan pengemasan, branding produk, dan pendampingan prosedur
sertifikasi bagi peternak (Tabel 8).
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Tabel 8. Ringkasan akses pasar formal dan hilirisasi produk peternak domba

Kondisi sebelum

Aspek - . Kondisi setelah sinergi Perubahan / Dampak
sinergi

Proporsi peternak akses 20% 65% +45 persentase poin (pp)

pasar formal

Saluran penjualan Tengkulak Supermarket; hotel regional; Diversifikasi saluran,
tradisional e-marketplace stabilisasi harga

Volume produk olahan per 10 ekor/minggu 150 ekor/minggu +1.400%

klaster

Persentase omzet dari 5% 25% +20 pp, peningkatan

produk hilir margin ekonomi

Sertifikasi-standarisasi Terbatas; manual Halal; keamanan pangan; Penjaminan mutu

produk label kolektif berkelanjutan, akses

pasar formal lebih luas

3.8. Dampak sosial-ekonomi

Ditemukan pula peningkatan pendapatan rumah tangga peternak domba secara signifikan, di mana
rata-rata pendapatan bersih naik dari Rp1,2 juta menjadi Rp3,8 juta per bulan, seiring efisiensi biaya
dan produktivitas teknis. Aliran pendapatan lebih stabil berkat akses pasar formal dan unit hilirisasi,
sehingga fluktuasi musiman dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan Musinguzi et al. (2018)
yang menekankan bahwa rumah tangga petani yang aktif dan terhubung dengan pasar formal
cenderung memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan mampu mengurangi fluktuasi musiman.
Peningkatan pendapatan peternak, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga,
pengeluaran untuk pendidikan meningkat sebesar 35%, sementara tabungan kelompok naik dua kali
lipat. Keberlanjutan usaha diperkuat oleh tingginya tingkat reinvestasi modal dan partisipasi anggota.
Sebesar 70% peternak menyisinkan kembali 20% dari margin laba untuk pengembangan infrastruktur
kandang dan fodder bank, serta pembelian bibit unggul musim berikutnya. Adopsi manajemen
keuangan sederhana oleh kelompok peternak, yang diperoleh melalui pelatihan dan pendampingan dari
BPP, terbukti meningkatkan transparansi penggunaan dana kelompok. Setiap pemasukan dan
pengeluaran dicatat secara sistematis, sehingga anggota dapat memantau alokasi dana dan
mengurangi risiko konflik internal terkait keuangan.

Selain itu, sebagian keuntungan dari penjualan ternak dan produk olahan dialokasikan kembali
(reinvestasi) untuk peningkatan skala usaha, seperti penambahan jumlah ternak, pengembangan unit
silase, atau investasi pada peralatan pemrosesan produk hilir. Mekanisme reinvestasi ini tidak hanya
memperkuat kapasitas produksi kelompok tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi secara
berkelanjutan karena setiap peningkatan skala usaha langsung didukung oleh struktur manajemen
keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sinergi antara pendampingan teknis BPP,
manajemen keuangan kelompok, dan reinvestasi keuntungan menciptakan model usaha peternakan
yang lebih resilient, efisien, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan kelompok juga meningkat, dari 15% menjadi 45%, memperkuat modal sosial
dan ketahanan komunitas. Secara kolektif, tingkat kelangsungan usaha mencapai 88% setelah dua
siklus budi daya, dibandingkan hanya 60% pada kondisi prasinergi. Angka kegagalan usaha berkurang
berkat dukungan co-funding klaster dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Pembangunan
jejaring antarkelompok juga menciptakan mekanisme solidaritas saat tantangan iklim atau harga pakan
naik, memperkuat daya tahan sistem produksi domba di Ciracap, terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Dampak sosial-ekonomi dan keberlanjutan usaha ternak domba

Aspek Sebelum sinergi Setelah sinergi Perubahan
Pendapatan bersih per bulan Rp1.200.000 Rp3.800.000 +217%
Pengeluaran Pendidikan Baseline +35% +35%
Tabungan kelompok Baseline 2x lipat +100%
Tingkat reinvestasi modal 30% margin laba 70% margin laba +40 pp
Partisipasi Perempuan 15% anggota 45% anggota +30 pp
Kelangsungan usaha (2 siklus) 60% 88% +28 pp
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Tabel 9, menunjukkan bahwa, metrik teknis dan ekonomi, dampak sosial-ekonomi ini menunjukkan
bahwa, sinergi kelembagaan dan kebijakan daerah tidak hanya mengokohkan daya saing usaha
peternak domba, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan komunitas jangka panjang. Perubahan
sosial-ekonomi ini menegaskan bahwa sinergi kelembagaan yang efektif tidak hanya berdampak pada
kinerja produksi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan keberlanjutan komunitas peternak secara
lebih luas.

3.9. Peran kapasitas institusional dan konteks lapangan sebagai variabel moderasi

Institusi penyuluhan di Kecamatan Ciracap, terutama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan
dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), memiliki struktur organisasi yang jelas, tetapi kapasitas teknis
dan sarana pendukung masih terbatas. Alokasi dana operasional melalui program Simluhtan baru
mencukupi +60% dari kebutuhan ideal, sementara keterbatasan kendaraan, konektivitas internet
rendah, dan prosedur verifikasi yang kompleks membatasi frekuensi dan kualitas pendampingan teknis.
Delapan penyuluh BPP menangani sepuluh klaster domba di 15 desa, dengan rasio satu penyuluh
untuk dua klaster. Sebagian besar penyuluh berlatar pendidikan diploma pertanian dan telah mengikuti
pelatihan inseminasi buatan serta fermentasi pakan, namun hanya sekitar 50% yang mabhir
menggunakan Simluhtan secara mandiri. Beban kerja tinggi (>25 kunjungan lapang/bulan) dan insentif
lapangan yang rendah turut memengaruhi motivasi dan kepatuhan terhadap prosedur digitalisasi.
Kapasitas institusional dan kompetensi SDM penyuluh berperan sebagai variabel moderasi, yang
memengaruhi efektivitas sinergi kelembagaan lokal dan kebijakan daerah.

Semakin lengkap sarana pendukung dan semakin tinggi kemampuan penyuluh, semakin optimal
adopsi teknologi serta pencapaian indikator teknis seperti ADG, FCR, dan akses pendanaan mikro.
Peningkatan efisiensi biaya dan ADG terjadi ketika kelompok ternak memperoleh subsidi input disertai
pendampingan berbasis klaster. kehadiran koperasi atau BUMDes tidak selalu meningkatkan
produktivitas jika konteks lokal tidak diperhitungkan. Temuan ini menegaskan pentingnya institutional
embeddedness, yaitu keterpaduan kebijakan dan kelembagaan dengan konteks sosial, ekonomi, dan
budaya setempat. Kebijakan pemerintah akan lebih berhasil jika diterapkan melalui kelembagaan lokal
yang telah berfungsi, dipercaya peternak, dan selaras dengan praktik manajemen peternakan sehari-
hari, sehingga efektivitas program dan daya saing usaha ternak dapat maksimal.

4. Kesimpulan dan implikasi kebijakan

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelembagaan agribisnis lokal yang berjalan baik dan
implementasi program pemerintah daerah yang efektif, terbukti signifikan untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensi usaha peternakan domba. Implementasi teknologi tepat guna, skema
pendanaan bersama, serta koordinasi antarlembaga berhasil menurunkan biaya produksi sebesar 16%,
meningkatkan margin laba 20%, serta mendorong peningkatan berat badan harian (ADG) 50% dan
efisiensi konversi pakan (FCR) 17%. Pendapatan kelompok ternak meningkat lebih dari tiga kali lipat,
disertai partisipasi perempuan yang lebih tinggi dan praktik reinvestasi untuk ekspansi usaha.
Keberlanjutan usaha tercatat sebesar 88%, didukung oleh kepemimpinan yang inklusif, manajemen
logistik yang optimal, dan tata kelola kelembagaan yang baik.

Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan transportasi, konektivitas digital yang
belum merata, serta beban kerja penyuluh yang tinggi. Strategi seperti digitalisasi administrasi,
pengembangan fodder bank, dan pelatihan kelompok terbukti efektif, namun memerlukan dukungan
pendanaan tambahan serta peningkatan kapasitas teknis. Temuan ini menegaskan pentingnya SOP
terpadu, tata kelola data yang sistematis, dan infrastruktur yang memadai sebagai prasyarat untuk
replikasi model di wilayah lain. Dengan demikian, penelitian ini berhasil memetakan Jawa Barat ke
dalam tiga segmen wilayah yang memerlukan pendekatan kebijakan stabilisasi harga yang berbeda.

4.2. Implikasi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa implikasi kebijakan yang relevan, kontekstual, dan konkret untuk
pembangunan pertanian dan peternakan di Ciracap dapat dirumuskan. Pertama, pemerintah daerah
perlu mengembangkan portal digital terintegrasi yang menghubungkan e-Kelompok, Simluhtan, dan
administrasi desa, sehingga layanan administrasi lebih efisien, data lebih akurat, dan monitoring
kelompok ternak lebih efektif. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyuluh
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dan pengurus kelompok ternak, harus menjadi prioritas melalui pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan
pemberian insentif memadai. Hal ini diperlukan agar manajemen pakan, pencatatan pertumbuhan
ternak, dan tata kelola kelompok dapat berjalan optimal.

Ketiga, investasi pada infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan produksi, gudang pakan,
dan jaringan digital, diperlukan untuk mendukung distribusi input, mobilitas ternak, dan konektivitas
data, sehingga operasional peternakan lebih efisien. Keempat, kebijakan fiskal daerah sebaiknya
mengatur mekanisme pembiayaan kolaboratif atau co-funding yang melibatkan APBD, BUMDes, dan
kelompok ternak, untuk memperkuat keberlanjutan usaha serta mendorong ekspansi dan reinvestasi.

Kelima, dukungan terhadap agroekosistem adaptif harus diperkuat melalui pengembangan fodder
bank, sistem rotasi hijauan, serta pemberian insentif bagi petani pakan lokal seperti kaliandra dan
lamtoro, sehingga pasokan pakan hijauan berkualitas tetap stabil sepanjang tahun. Keenam, hilirisasi
dan akses pasar formal perlu ditingkatkan melalui kolaborasi kelembagaan lokal, koperasi, dan
BUMDes dalam sertifikasi produk, branding kolektif, dan kemitraan pasar formal, agar nilai tambah
usaha peternak optimal dan margin ekonomi meningkat.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara sinergis, efektivitas kebijakan publik di sektor
peternakan rakyat dapat lebih terjamin, daya saing ekonomi peternak meningkat, dan sistem agribisnis
lokal menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan fokus penelitian mengenai peran
kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kelembagaan agribisnis lokal untuk peningkatan
kinerja usaha peternakan domba dan daya saing ekonomi.
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